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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif yang berjudul “Studi Analisis
Terhadap Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Putusan Pengadilan Agam Tuban
Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. Tentang Permohonan Izin Poligami (Pembuktian
Kurang Terpenuhinya Kebutuhan Biologis Suami)”. Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan dan menjawab tentang pertimbangan dan dasar hukum hakim
Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami
dengan adanya alat bukti keterangan ahli karena kurang terpenuhinya kebutuhan
biologis suami. Kemudian untuk mengetahui kedudukan dari alat bukti keterangan
ahli dalam perkara permohonan izin poligami karena kurang terpenuhinya kebut uhan
biologis suami. Serta analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan
Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan
izin poligami.

Data penelitian ini dihimpun dengan mempelajari Putusan Pengadilan
Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn tentang permohonan izin poligami
karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami yang selanjutnya dilakukan
proses wawancara terhadap Hakim yang menangani perkara tersebut. Kemudian
teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif mengenai perkara izin poligami di
Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tuban mengabulkan permohonan izin poligami karena tingginya libido
seksual suami yang merasa kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi, serta perbuatan
istri yang menunda ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual dengan alasan
capek. Hal tersebut dianggap sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yang mencantumkan salah satu syarat untuk melakukan
poligami bahwa istri tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai seorang istri.
Serta pentingnya kedudukan alat bukti keterangan ahli guna memberikan kebenaran
yang sesungguhnya dari kondisi Pemohon yang mengalami Ayper sex dan kondisi
Termohon yang dikeluhkan oleh Pemohon bahwa pernah mengalami pendarahan saat
melakukan hubungan seksual dengan Pemohon.

Kemudian, perbuatan istri yang membiarkan suami untuk melakukan
hubungan dengan wanita lain tanpa adanya ikatan yang sah menurut agama Islam
dan Undang-Undang adalah merupakan perbuatan yang menyimpang. Dalam hal ini,
meskipun tidak terdapat persetujuan dari istri, namun dengan adanya pernyataan
“sak karepmu’ (terserah) sudah bisa dikatakan sebagai persetujuan dari istri.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, disarankan kepada Majelis Hakim agar
lebih memperhatikan akibat psikologis terhadap istri setelah terjadinya poligami.
Serta para suami sebagai pelaku poligami agar tidak menganggap remeh syarat
utama dari poligami yaitu adil.

vi
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering
diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan yang
kontroversial.! Menurut Kamus Ilmiah, poligami adalah perkawinan antara
seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan sebagai
perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.?

Di dalam agama Islam tidak melarang adanya poligami, akan tetapi
seorang suami dapat melakukan poligami dengan batasan-batasan tertentu,
selain itu ada satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan poligami,
yaitu suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak
dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.’ Sebagaimana

tercantum dalam Surat An-Nisa’ Ayat 3:

! Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. 1,
2007), 43.

? Pjus A Partanto, M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Popular, (Surabaya: Arkola, 1994), 606.

3 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 1999), 132.



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menganut
adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini tercantum dengan jelas dalam
pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang
suami.’ Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja,
karena dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
disebutkan di mana Pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami
untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang
bersangkutan.® Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat 1 disebutkan
bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari

Pengadilan Agama.7 Selain itu, diatur juga di dalam Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwasannya seorang suami yang akan beristri

* Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahnys, (Surabaya: Karya Utama,
2000), 115,

5 Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Penjelasannys, (Trinity Optima Media, Cet. 1, 2007), 90.

S Ibid,, 90.

7 Ibid, 21.



lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di
daerah tempat tinggalnya.8
Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, harus memenuhi
syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Pengadilan
Agama secara yuridis hanya akan memberikan izin kepada suami untuk
berpoligami apabila ada alasan:
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan ket urunan.’
Selain syarat-syarat di atas yang merupakan alasan untuk dapat
mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yaitu :
1. Adanya persetujuan dari istri.
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan
anak-anaknya.
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-
anaknya.lO
Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya,
poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan. Akan tetapi, sekalipun
telah ada persetujuan tertulis dari istri, persetujuan ini harus dipertegas dengan

persetujuan lisan dari istri pada sidang Pengadillan Agama. Di dalam Undang-

8 Ibid., 90.
% Ibid., 90.
1 1bid.,, 90-91.
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yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak
adanya hubungan hukum antara para pihak.'?

Sehubungan dengan hukum poligami dan hukum pembuktian yang telah
diuraikan di atas, penulis menemukan data berupa Putusan Pengadilan Agama
Tuban tentang permohonan izin poligami. Di dalam putusan tersebut, majelis
Hakim mengabulkan permohonan izin poligami, meskipun tidak ada sebab yang
kuat untuk dapat dijadikan alasan melakukan poligami dan tidak memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan.

Di dalam proses permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Tuban,
majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti keterangan ahli dikarenakan salah
satu pihak yaitu suami yang memberikan pernyataan secara lisan bahwa
kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi. Sedangkan di dalam Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 tidak diatur tentang syarat-syarat
untuk berpoligami dengan alasan kurang terpenuhinya kebutuhan biologis. Maka,
dari penjelasan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan sebuah judul
“Studi Analisis Terhadap Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Putusan
Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. Tentang
Permohonan Izin Poligami (Pembuktian Kurang Terpenuhinya Kebutuhan

Biologis Suami}’

'2 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Cet. VII, 2007),

139.



B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat

diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1.

Adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan poligami
menurut hukum Islam dan hukum positif.

Proses pembuktian dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan
Agama.

Perlunya alat bukti keterangan ahli dalam perkara permohonan izin poligami
di Pengadilan Agama.

Kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam perkara permohonan izin
poligami di Pengadilan Agama.

Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang
permohonan izin poligami yang memerlukan alat bukti keterangan ahli
dikarenakan kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami.

Untuk memfokuskan masalah di atas, maka dari identifikasi masalah

tersebut, penulis hanya membatasi pada permasalahan tentang:

1.

2.

Pemikiran Hakim yang memerlukan adanya alat bukti keterangan ahli dalam
perkara permohonan izin poligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan
biologis suami.

Kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam perkara permohonan izin

poligami karena kurang terpenuhinya kebut uhan biologis suami.



3. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor
1675/Pdt.G/2001/PA. Tbn. tentang permohonan izin poligami yang
dikarenakan kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami.

C. Rumusan Masalah
Dalam pembahasan proposal ini agar terarah secara terperinci, maka
permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Pengadilan
Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin
poligami dengan adanya alat bukti keterangan ahli karena kurang
terpenuhinya kebutuhan biologis suami?

2. Bagaimana kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam perkara permohonan
izin poligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami?

3. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap Putusan
Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.?

D. Kajian Pustaka
Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran
yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis
yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada
pengulangan. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum
menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang

permohonan izin poligami yang memerlukan alat bukti keterangan ahli



dikarenakan kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami. Penulis
mengangkat masalah ini sebagai skripsi yang merupakan syarat untuk
menempuh program Strata 1 (S1). Pembahasan dalam skripsi ini memang bukan
satu-satunya yang membahas atau mengkaji tentang masalah poligami, akan
tetapi karya ini juga bukan merupakan duplikasi dari karya-karya yang sudah
ada.

Mengenai pembahasan tentang alat bukti keterangan ahli ini,
sebelumnya terdapat dalam karya tulis ilmiah yang sudah ditulis oleh Ni’matul
A’iniyah tahun 2000 yang berjudul “Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti
Perkara Pidana Dalam Hukum Positif Menurut Islam”., Adapun pembahasan
dalam skripsi tersebut lebih difokuskan pada keberadaan alat bukti keterangan
ahli dalam perkara-perkara pidana serta tinjauan Hukum Islam tentang adanya
keterangan ahli sebagai alat bukti.

Sedangkan dalam skripsi ini pembahasannya lebih difokuskan pada
keberadaan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu
perkara izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor
1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis

suami.



E. Tujuan Penelitian

1.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui latar belakang pemikiran Hakim yang memerlukan
adanya alat bukti keterangan ahli dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban
Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang perkara permohonan izin poligami
karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami.

Untuk mengetahui kedudukan alat bukti keterangan ahli di dalam Putusan
Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang perkara
permohonan izin poligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis
suami.

Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif di dalam Putusan
Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang perkara
permohonan izin poligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis

suami.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan, maka

penulis berharap skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Berikut

kegunaannya:

1.

Dari segi teoritis, hasil penelitian nanti diharapkan bisa dijadikan sebagai

media transformasi wacana agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan
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ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah poligami,

diantaranya adalah:

a.

Menambah wacana tentang praktek poligami dikarenakan kurang
terpenuhinya kebutuhan biologis.

Memberikan sumbangan keilmuan tentang kedudukan alat bukti
keterangan ahli dalam perkara poligami karena kurang terpenuhinya
kebutuhan biologis.

Memberikan sumbangan keilmuan dari segi perspektif hukum Islam dan
hukum positif tentang permohonan izin poligami karena kurang

terpenuhinya kebutuhan biologis.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan

suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat ketika terdapat persoalan yang

sama dengan masalah tersebut (adanya alat bukti keterangan ahli dalam

permohonan izin poligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis),

yaitu:

a.

Memperkuat Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4
ayat 2 tentang syarat-syarat berpoligami, sehingga semakin sempit
peluang bagi siapapun untuk melakukan praktek poligami.

Membatasi praktek poligami dengan diperlukannya alat bukti

keterangan ahli sebagai salah satu cara agar praktek poligami lebih
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terarah yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun

1974 dan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi

kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan

beberapa istilah berikut:

1. Studi Analisis

2. Alat Bukti

Keterangan Ahli

:Suatu penguraian berdasarkan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku."> Dalam hal ini, penulis akan
menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tuban No
1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin
poligami dengan adanya alat bukti keterangan ahli
karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami.
Di dalam analisi putusan tersebut, penulis akan
meninjau dari hukum Islam dan Undang-Undang

Perkawinan No. | Tahun 1974.

:Keterangan dari seorang yang ahli pada bidangnya
untuk memperoleh kejelasan obyektif bagi hakim.'*
Dalam hal ini berupa surat keterangan medis yang

berguna untuk membantu Hakim dalam memperoleh

" Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, Kamus llmiah Popular, (Surabaya: Arkola, 1994), 29.
" Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: CV Rajawali, Cet. II, 1991), 196.



3. Putusan

4. Izin Poligami

12

kebenaran dan  pengetahuan tentang perkara
permohonan izin poligami karena kurang terpenuhinya
kebutuhan biologis suami di Pengadilan Agama Tuban
dalam Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.
:Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk
tertulis yang diucapkan oleh hakim dalam sidang
terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan
perkara gugatan.'® Dalam hal ini, putusan di Pengadilan
Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.
tentang permohonan izin poligami.

:Persetujuan mengkabulkan Perkawinan antara seorang
laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu
yang sama.'® Dalam hal ini yang menjadi kajian adalah
persetujuan dari Hakim dalam perkara izin poligami di
Pengadilan Agama Tuban karena kurang terpenuhinya
kebutuhan biologis suami dalam Putusan Nomor

1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.

15 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Cet. VII, 2007),

251.

16 Poer wadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 74.



5. Kebutuhan

Biologis

H. Metode Penelitian

13

:Menurut Abraham Harold Maslow'” adalah kebutuhan
dasar yang paling mendesak pemuasannya karena
berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan
kelangsungan hidup. Kebutuhan ini merupakan
pendorong dan pemberi pengaruh yang kuat atas tingkah
laku manusia, dan manusia akan selalu berusaha
memuaskannya sebelum memuaskan kebutuhan-
kebutuhan lain yang lebih tinggi.'® Dalam hal ini adalah
kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami dari segi
seksual yang dijadikan sebagai syarat dalam Putusan
Pengadilan Agama Tuban Nomor
1675/Pdt.G/2001/PA. Tbn. tentang permohonan izin

poligami.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang

telah diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas

17 Abraham Harold Maslow dilahirkan pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York.
Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Hukum City College of New York (CCNY) selama 3 (tiga)
semester dilanjutkan di University of Wiscoasin. Teorinya tentang Hierarchy of Needs, bahwa
manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. http://id.wikipedia.
org/wiki/Abraham_Maslow (23 April 2011).

'8 Abraham Harold Maslow, “Teori Kepribadian”, dalam http:/www.scribd.com/doc/33450007/
Teori-Kepribadian-a-h-Maslow (23 April 2011).
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perkara dan wawancara dengan para pihak Pengadilan Agama Tuban yang

terlibat dengan perkara tersebut.

Data yang dikumpulkan meliputi:

a. Data mengenai Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.
G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami karena kurang
terpenuhinya kebutuhan biologis yang memerlukan adanya alat bukti
keterangan ahli.

b. Data mengenai dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama
Tuban dalam menyelesaikan perkara Putusan Nomor
1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami yang
memerlukan adanya alat bukti keterangan ahli karena kurang
terpenuhinya kebutuhan biologis.

2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang di peroleh dari sumber-sumber utama yang
memberikan informasi langsung dalam penelitian. Sumber data
penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari
sumber aslinya, dalam hal ini adalah dokumen berupa berkas salinan

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang
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permohonan izin poligami karena kuran terpenuhinya kebutuhan biologis

yang memerlukan adanya alat bukti keterangan ahli.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yaitu

mencari data atau informasi, yang berupa benda-benda tertulis seperti

buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian

lainnya.'”” Yang terkait dengan pembahasan ini diantaranya adalah

sebagai berikut:

1.

2.

Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin, Figih Munakahat.

Siti Musdah Mulia, Is/am Menggugat Poligami.

Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. dan Trianto, S.Pd., M.Pd., Poligami
Perspektif Perikatan Nikah, Telaah Kontekstual Menurut Hukum
Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,

Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., Praktek Perkara Perdata Pada
Pengadilan Agama.

Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A., Hukum Acara Peradilan
Agama.

Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia.
Prof. Dr. Hj. Istibsyaroh, S.H., M.A., Poligami Dalam Cita Dan

Fakta.

' Suharsimi Arikunto, Prosedur Pepelitian, (Jakarta: Rineka Cipta. 2002), 115.
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8. Ghazaly Rahman, Figih Munakahat.
9. R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasannya.
10. Nasution Khoiruddin, Riba dan Poligami.
11. A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah
(Syari'ah).
12. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan
Hukum Positif.
13. Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam.
14. Departemen Agama, A/-Qur’an dan Terjemahannya.
15. Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Nomor |
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode
sebagai berikut :
a. Wawancara
Proses wawancara di sini berupa tanya jawab secara lisan dengan
mendengar langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah hakim atau panitera
sidang di Pengadilan Agama Tuban yang menangani perkara dalam

Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin
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poligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami yang
membutuhkan adanya alat bukti keterangan ahli.
b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari
data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain
sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang
perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Tuban dalam
putusan Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. yang memerlukan adanya alat
bukti keterangan ahli.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan
data secara sistematis guna mempermudah peneliti dalam meningkatkan
pemahaman terhadap obyek yang sedang diteliti.”’

Penelitian ini bersifat kwalitatif dengan menggunakan metode
deskriptif  analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau
mendeskripsikan perkara permohonan izin poligami yang memerlukan
adanya alat bukti keterangan ahli dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban
Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. Selanjutnya dianalisis menggunakan pola
pikir deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum

kemudian ditarik kesimpulan yang lebih bersifat khusus.

0 Noeng Muhajir, Mefodelogi Kualitatif (Yogyakarta: Rakesarasin, 1989), 183.



18

Penulis akan menggambarkan secara sistematis mengenai putusan
hakim Pengadilan Agama Tuban tentang permohonan izin poligami yang
memerlukan alat bukti keterangan ahli karena kurang terpenuhinya
kebutuhan biologis suami. Selanjutnya penulis akan menganalisis dengan
metode deduktif, yang diawali dengan mengemukakan teori-teori dan dasar
hukum tentang poligami dan perlunya alat bukti keterangan ahli yang
kemudian digunakan sebagai alat untuk menganalisis dasar pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara izin poligami yang memerlukan adanya
alat bukti keterangan ahli karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis
suami.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian maka diperlukan adanya

suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.
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: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

TENTANG ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM
PERKARA IZIN POLIGAMI

Merupakan landasan teori yang berisi tinjauan hukum Islam
dan hukum positif tentang alat bukti keterangan ahli dan poligami
yang meliputi tentang; definisi alat bukti keterangan ahli, dasar
hukum alat bukti keterangan ahli yang meliputi: alat bukti
keterangan ahli menurut hukum Islam dan hukum positif.
Kedudukan alat bukti keterangan ahli. Kemudian tinjauan tentang
poligami yang meliputi: definisi poligami, dasar hukum poligami
yang meliputi: poligami menurut hukum Islam dan poligami

menurut hukum positif.

: DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN

DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI YANG MEMBUTUHKAN
ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI KARENA KURANG
TERPENUHINYA KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI

Merupakan pemaparan hasil penelitian dalam Putusan
Pengadilan Agama Tuban tentang permohonan izin poligami yang
memerlukan adanya alat bukti keterangan ahli karena kurang
terpenuhinya kebutuhan biologis suami yang berisi tentang

kedudukan Pengadilan Agama Tuban, yang meliputi sejarah
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Pengadilan Agama Tuban, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama
Tuban, kewenangan Pengadilan Agama Tuban, dan struktur
organisasi Pengadilan Agama Tuban. Kemudian deskripsi Putusan
Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.
tentang permohonan izin poligami dengan adanya alat bukti
keterangan ahli yang meliputi deskripsi kasus, pertimbangan hukum
hakim mengenai dalil-dalil dan pasal-pasal yang dijadikan rujukan
serta kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam Putusan

Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.

:ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN

NOMOR 1675/Pdt.G/PA.Tbn TENTANG PERMOHONAN IZIN
POLIGAMI DENGAN ADANYA ALAT BUKTI KETERANGAN
AHLI KARENA KURANGANYA KEBUTUHAN BIOLOGIS
SUAMI

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor
1675/Pdt.G/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami dengan
adanya alat bukti ketarangan ahli karena kurang terpenuhinya
kebutuhan biologis suami. Dalam hal ini penulis membagi menjadi
tiga poin, yang pertama: analisis terhadap pertimbangan dan dasar
hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor

1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami
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dengan adanya alat bukti keterangan ahli karena kurang
terpenuhinya kebutuhan biologis suami. Kedua: analisis terhadap
kedudukan adanya alat bukti keterangan ahli dalam perkara
permohonan izin poligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan
biologis suami. Dan yang ketiga: analisis hukum Islam dan hukum
positif terhadap Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor
1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami
dengan adanya alat bukti keterangan ahli karena kurang

terpenuhinya kebutuhan biologis suami.

: PENUTUP

Merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari

kesimpulan dan saran.



BABII
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI

KARENA KURANGNY A KEBUTUHAN BIOLOGIS

A. Tinjauan Tentang Poligami

L.

Pengertian Poligami
Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam
masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang

kontroversial,?!

Secara etimologi, Kata poligami berasal dari kata Yunani
yaitu Polus yang artinya banyak dan Gamos yang artinya perkawinan. Dari
arti kata tersebut, dapat diambil pengertian bahwa poligami adalah sistem
perkawinan laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri dalam suatu saat.
Poligami biasa disebut juga polygini yang berasal dari bahasa Yunani yaitu
Polus yang artinya banyak dan Gune yang artinya perempuan. Dari arti kata
tersebut, dapat diambil pengertian bahwa polygini adalah perkawinan untuk

laki-laki yang mengambil lebih dari seorang istri. Berbeda dengan polyandry

yang juga berasal dari bahasa Yunani yaitu Po/us yang artinya banyak, aner

2! Siti Musdah Mulia, Js/am Menggugat Poligami, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. I,
2007), 43.

22
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yang berarti negatif, dan andros yang berarti laki-laki. Dari arti kata-kata
tersebut, dapat diambil pengertian bahwa polyandry adalah model
perkawinan yang lebih dikhususkan untuk perempuan yang mengambil lebih
dari seorang suami. Kemudian Dalam kamus Teologi disebutkan, kata
polygamy berasal dari bahasa Yunani, yang berarti banyak perkawinan dan
mempunyai lebih dari satu istri (atau suami) pada waktu yang sama.”

Sedangkan istilah poligami dalam bahasa arab berarti a—t-}j“-\-\*-"n yang

artinya perbuatan seorang laki-laki yang mengumpulkan dalam
tanggungannya dﬁa sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya. **

Kemudian pengertian poligami secara terminologi artinya yaitu
seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang istri atau seorang laki-
laki yang beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat
orang.” Menurut Khoiruddin Nasution, poligami adalah perkawinan banyak,
mungkin dalam jumlah yang tidak terbatas.?®

Poligami menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ikatan
perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan

jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Kata tersebut mencakup poligini,

z Istibsyarch, Poligami Dalam Cita dan Fakta, (Jakarta: Belantika, 2004), 2-3.

3 Zuhdi Mudhlor, Kamus Kontemporer, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), 513.
2 Ariij binti Abdurahman a-Sanan, Memahami Keadilan dalam Poligami, (Jakarta : Darus Sunnah
Press, 2006), 25. )
3 Ghazaly Rahman, Figih Munakafiat, (Jakarta: Predana Mcdia Group, 2006), 129.
% Nasution Khoiruddin, Riba dan Poligami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,1996), 84.
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yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini

beberapa wanita dalam waktu yang sama. ?’
2. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
a. Poligami Menurut Hukum Islam
Perkawinan poligami atau mempunyai istri lebih dari satu bukan
merupakan masalah baru, karena menurut sejarah, keberadaan praktek
poligami sudah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara
berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Bahkan
masyarakat Arab sebelum datangnya Agama Islam, para laki-laki telah
mempraktekkan perkawinan poligami dengan sistem tanpa batas dalam
beristri.?®
Namun, dengan datangnya Agama Islam, praktek poligami dengan
sistem tanpa batas tersebut kemudian dibatasi menjadi empat orang saja.

Seperti yang tercantum di dalam Al-Qur’an yakni Surat An-Nisa’ ayat 3

yang berbunyi:,
w;uwﬁrﬁuwub’.ﬁswut y bl W 2is Oy
T '.SJ of i3 15033 T‘.}.b. 55 53 Sk

27 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka cipta, 1986), 169

2Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Telaah Kontekstual
Mepurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Prestasi
Pustaka, Cet. I, 2007), 56-57.
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Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana  kamu
mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang
kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya®

Dari Surat An-Nisa ayat 3 inilah yang sering dijadikan dalil
(hujjah) bagi laki-laki untuk menikah lagi. Mereka menjadikan ayat ini
sebagai dasar hukum halalnya berpoligami. Namun, perlu diketahui
tentang kebolehan melakukan poligami, bahwasannya Islam tidak
mewajibkan dan juga tidak memandang baik, akan tetapi hanya
membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat.*

Selain Surat An-Nisa ayat 3, ada pula hadits yang membatasi
poligami hanya empat istri saja. Rasulullah saw bersabda:

Booas B diye ol 3 oasn gp Gl Gls 106 3G Gis
Aol il e 5 53 B a3 i o ol e i J o 02 g3
3 (..L,j o i Jo jsfh baly das 2ol e G B ke U

f

63°% ys.0
e B3

S -
P
- -

r’u

Artinya: “Hannad menceritakan kepada kami, Abdah memberitahukan
kepada kami dari Sa’ad bin Abu Arubah, dari Ma’mar, dari Az-
Zuhri dan Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar: Ghailan bin
Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dan ia punya sepuluh istri
pada masa jahiliyah, dan semua istrinya juga masuk Islam

% Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Karya Utama,

2000), 115.

30 Istibsyaroh, Poligami Dalam Cita dan Fakta, (Jakarta: Belantika, 2004), 29
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bersamanya. Nabi SAW lalu memerintahkan untuk memilih
empat istri saja””!

Hadits di atas dimaksudkan untuk membatasi suami agar
mempunyai istri tidak lebih dari empat. Karena sesuai dengan Surat An-
Nisa ayat 3 di atas, ada satu syarat utama yang memperbolehkan seorang
laki-laki untuk berpoligami yaitu adil. Syari’at Islam memperbolehkan
berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan adil
kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal,
kebutuhan biologis, serta kebutuhan lainnya tanpa membedakan antara
istri satu dengan istri yang lainnya. Karena, apabila suami khawatir
berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka
ia diharamkan untuk berpoligami.’?

Mengenai makna adil yang sesungguhnya, berarti mencakup
keseluruhan dari segala kebutuhan yang sanggup dipenuhi maupun yang
tidak sanggup dipenuhi, hal tersebut dikarenakan manusia tidak akan
sanggup untuk adil dalam memenuhi segala kebutuhan. Namun, adil yang
dimaksud adalah agar suami tidak terlalu cenderung kepada salah satu
istrinya dan membiarkan istri lainnya terlantar, Karena hal tersebut

merupakan perbuatan yang aniaya.33

30 Al- San’ani, Subul al -Salam, juz 3, (Kairo: Daar al-Ilya al-Araby, 1960), 123.

32 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat, (Bandung;: Pustaka Setia, Cet. I, 1999), 134.
3 Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Telaah Kontekstual
Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Prestasi
Pustaka, Cet. I, 2007), 71.
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Mengenai syarat adil, lebih ditekankan di dalam Firman Allah SWT

di dalam Surat An-Nisa’ ayat 129 yang berbunyi:
a/° @ * ,_/_ ,’o)o Pl o - /‘ s 0r }o:".f ] zo‘o’/
Jeodl J57 lead S (20T Gy Sl L8 1 O e
S )35

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara
istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian,
karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang
kamu cmtal) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-
katung.”®*

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw juga disebutkan:

ob’fj}t Jeise D :JG rlw) 4-19 A (_;Lﬁ ‘;J‘ .f ‘5:5};‘ g’ P
e 54> b oy J,u 4.2...« L u\..aM oy o cx:.;t:c;s ds\ Jas
(Ol cply Sladdly

Artinya: “Dari Abu  Hurairah ra. sesungguhnya Nabi saw
bersabda."Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu
memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang bari

kiamat nanti dengan bahunya mumg” (HR. Abu Daud,
Tirmidzi, Nasa’l dan Ibnu Hiban)”

Di antara Kedua ayat di atas, seolah-olah bertentangan dalam
masalah berlakunya syarat adil pada Surat An-Nisa’ ayat 3 yang
diwajibkan untuk berlaku adil. Namun pada hakikatnya, kedua ayat di

atas tidaklah bertentangan, justru saling menguatkan dengan berlakunya

3 Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Karya Utama,
2000), 143.
* Sulaiman Abu Daild, Sunan Abi Daid, juz 2, (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, t.t), 242.
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syarat adil di dalam Surat An-Nisa’ ayat 3. Adil yang dimaksud adalah
pada masalah lahiriyah, bukan dalam masalah cinta dan kasih sayang,
karena jika berbicara tentang masalah cinta dan kasih sayang, semua itu
berada di luar kemampuan manusia. Abu Bakar bin Araby mengatakan,
bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar
kesanggupan manusia, karena cinta itu hanya dalam genggaman Allah
SWT.*
b. Poligami Menurut Hukum Positif

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini tercantum
dengan jelas di dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada
asasnya scorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.’” Ketentuan adanya asas
monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena di dalam
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2 disebutkan
bahwa Pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk
beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang
bersangkutan.®® Selain itu, diatur juga di dalam Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwasannya seorang suami yang akan

% Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 1999), 136.
*7 Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
;fntang Perkawinan dan Penjelasannya, (Trinity Optima Media, Cet. I, 2007), 90.

Ibid,, 90.
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beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan
kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*

Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, harus memenuhi
syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan.
Pengadilan Agama secara yuridis hanya akan memberikan izin kepada
suami untuk berpoligami apabila ada alasan:

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*’

Selain syarat-syarat di atas yang merupakan alasan untuk dapat
mengajukan poligami, juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yaitu:
1) Adanya persetujuan dari istri.

2) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri
dan anak-anaknya.

3) Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-
anaknya.*!

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui

suaminya untuk melakukan poligami, dapat diberikan secara tertulis atau

% Ibid, 90.
4 1bid., 90.

4 Ibid,, 90-91.
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secara lisan. Akan tetapi, sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari
istri, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri
pada sidang Pengadillan Agama. Di dalam Undang-Undang Perkawinan
No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa persetujuan dari istri yang
dimaksudkan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-
istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi
pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang
perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.*?

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga disebutkan tentang
syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang ingin
melakukan poligami. Syarat-syarat ini tercantum dalam pasal 55, pasal
56, pasal 57, pasal 58, dan pasal 59 yang berbunyi:

Pasal 55
1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya
sampai empat orang istri.
2) Syarat utama beristri lebih dari satu seorang, suami harus mampu
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin
dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
Pasal 56
1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin
dari Pengadilan Agama.
2) Pengajuan permohonan izin dimaskud pada ayat (1) dilakukan

menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan
Pemerintah No 9 tahun 1975.

2 bid, 91.
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3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan
hukum.

Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami
yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk
memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat
yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974
yaitu;

a) adanya persetujuan istri.
b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
istri-istri dan anak-anak mereka.

2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah no. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan
lisan istri pada sidang Pengadilan Agama,

3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau
apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang
kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat
penilaian hakim.*

Pasal 59
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan
permohonan untuk beristri lebih dari sati orang berdasarkan atas salah
satu alas an yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan

Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan

mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama,

dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding
atau kasasi.

B Ibid, 21-22.
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B. Pengertian Kebutuhan Biologis

Menurut Abraham Harold Maslow, kebutuhan biologis adalah kebutuhan
dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung dengan
pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan ini merupakan
pendorong dan pemberi pengaruh yang kuat atas tingkah laku manusia, dan
manusia akan selalu berusaha memuaskannya sebelum memuaskan kebutuhan-
kebutuhan lain yang lebih tinggi.**

Dalam hal ini, kebutuhan biologis lebih cenderung kepada
kebutuhan dalam hubungan seksual yang timbul akibat adanya daya tarik
atau nafsu syahwat antara dua jenis kelamin yang berlainan.*’

Menurut Prof. Wirjono Projodikoro, kebutuhan manusia dalam
bentuk nafsu syahwat ini memang telah menjadi fitrah manusia dan
makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu disalurkan pada proporsi
yang tepat dan sah sesuai derajat kemanusiaan. Pada saat-saat tertentu,
kebutuhan biologis ini dapat menagih, seperti halnya kebutuhan manusia

untuk makan dan minum.*¢

* Abraham Harold Maslow, “Teori Kepribadian” dalam http.//www. scribd.cony/doc/33450007/Teori-
Kepribadian-a-h-Maslow (23 April 2011).
:: Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 15.

Ibid., 16.
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Definisi Pembuktian

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada istilah bukti,
alat bukti, dan pembuktian. Misalnya, A mendakwa B karena mencuri uang,
tentu saja B akan menjawab “mana buktinya?” dan bahkan, “siapa saksinya?”.
Apalagi pembuktian ini terjadi dalam suatu persidangan perkara, baik perkara
pidana, perdata, Tata Usaha Negara maupun dalam persidangan di Pengadilan
Agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa acara pembuktian
menempati posisi penting dari jalannya persidangan tersebut, karena merupakan
salah satu tugas hakim yang harus menilai kebenaran peristiwa atau fakta-fakta
yang dikemukakan oleh para pihak. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui
pembuktian. ¢’

Secara etfimologi, pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti
menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan “pe”
dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”.
Sedangkan secara ferminologi, pembuktian berarti usaha menunjukkan benar
atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan,*®

Menurut R. Supomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang
luas dan arti yang terbatas. Pembuktian dalam arti luas berarti membenarkan

hubungan hukum, yaitu apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat.

7 A. Mukti Arto, Prakick Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Cet. VII, 2007),

139.

“ Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 151,
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Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan terhadap apa
yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu,
membuktikan dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan
syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya
diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat, dibantah oleh tergugat.

Maka segala sesuatu yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.*’

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa
pengertian, yaitu arti Jogis dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Membuktikan dalam arti Jogis adalah memberikan kepastian yang bersifat
mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya
bukti lawan.

- Membuktikan dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup
kepada Hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang
kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang
berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian,
pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, karena

ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau bukti tertulis itu tidak

* Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hulam Positif, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 27
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benar atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti dari
lawan.”

Masih mengenai pengertian pembuktian, A. Hamzah memberikan batasan
mengenai pengertian bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu
dalil, pendirian, atau dakwaan. Selain itu A. Hamzah menjelaskan, di dalam
bukti tersebut terdapat alat bukti, yaitu upaya pembuktian melalui alat-alat yang
diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, misalnya keterangan
terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan sumpah.”'

Proses pembuktian di muka Pengadilan merupakan hal yang terpenting
dalam hukum acara, karena proses pembuktian itu sendiri bertujuan untuk
memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan adalah
benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.
Karena hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya
bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan
kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.*

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan
menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang diajukan itu

memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan.

0 gy
Ibid., 28.

3! Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I,

1996), 1-2

52 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Cet. VII, 2007), 140.
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Dalam hukum acara perdata telah diatur alat-alat bukti yang
dipergunakan di persidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-
alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan putusannya, hakim wajib memberikan
pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah.>’ Berikut macam-macam alat
bukti:

1) Alat bukti surat. (HIR pasal 164)

2) Alat bukti saksi. (HIR pasal 164)

3) Alat bukti persangkaan. (HIR pasal 164)

4) Alat bukti pengakuan, (HIR pasal 164)

5) Alat bukti sumpah. (HIR pasal 164)

6) Pemeriksaan di tempat. (HIR pasal 153)

7) Saksi ahli (HIR pasal 154)

8) Pembukuan. (HIR pasal 167)

9) Pengetahuan Hakim (HIR pasal 178)*

Di dalam Hukum Islam, proses pembuktian sudah ditetapkan
bahwasannya seseorang harus mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan
pembuktian ini didasarkan pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 yang

berbunyi:

53 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 60.

* A. Mukti Arto, Praktek Perkaras Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Cet. VII, 2007), 145.
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Artinya: “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa, maka scorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-
saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil...”™
Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang
berperkara atau sedang menghadapi permasalahan, maka para pihak harus
mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang
dipandang adil.®
Mengenai pembuktian dan macam-macam alat bukti, sesuai dengan

pembahasan penulis yang penekanannya lebih kepada alat bukti keterangan ahli,

maka penjabaran tentang alat bukti keterangan ahli akan dijelaskan di bawah ini.

1. Definisi Alat Bukti Keterangan Ahli
Alat bukti keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh
seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. Pendapat dari
seorang ahli di sini berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah

dipelajarinya dan harus dibuktikan dengan:

3% Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Karya Utama,
2000), 70-71.

56 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 35.
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a. Gelar kesarjanaan.
b. Sertifikat atau ijazah.
c. Jabatan-jabatan tertentu.”’

Menurut Karim Nasution, seseorang dapat dikatakan sebagai ahli
tidaklah perlu dengan adanya spesialis dalam lapangan ilmu pengetahuan.
Setiap orang dapat dikatakan sebagai scorang ahli ketika dianggap
mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus tentang suatu hal.

Hakim menggunakan alat bukti keterangan ahli dengan maksud agar
hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang
hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, misalnya keterangan yang bersifat

teknis, ilmu kedokteran dan sebagainya.>®

2. Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Ahli
a. Alat Bukti Keterangan Ahli Menurut Hukum Islam
Dasar hukum terhadap perlunya keterangan dari seorang saksi ahli
telah terjadi pada masa Rasulullah saw. Bahwa beliau senang
mendengarkannya dan bahkan memberitahukan hal tersebut kepada
Aisyah (istrinya), seperti diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim

sebagai berikut:

57 Bambang Waluyo, Sistermn Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1,
1996), 19.

%% A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Cet. VII, 2007), 199.
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Artinya: Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuvali orang-orang
lelaki yang Kami beri wahyu kepada mercka, maka bertanyalah
kepada oran ég yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak
mengetahui®

b. Alat Bukti Keterangan Ahli Menurut Hukum Positif

Di dalam Undang-Undang, keterangan ahli sebagai alat bukti
diatur dalam pasal 154 HIR yang berbunyi, “Jika menurut pendapat ketua
Pengadilan Negeri bahwa perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan
atau oleh ahli-ahli, maka karena jabatannya atau atas permintaan pihak-
pihak, ia dapat dapat mengangkat ahli-ahli tesebut.”

Menurut penjelasan pasal 154 HIR, bahwasannya seseorang tidak
dapat dituntut untuk mengetahui segala-galanya. Demikian pula pada
seorang hakim, oleh karena itu hakim diberikan kesempatan apabila
diperlukan untuk memperoleh pertolongan atau pendapat dari seorang
ahli. Pada hakekatnya hal tersebut adalah merupakan alat atau sarana
bagi hakim untuk mencari kebenaran yang hakiki agar dapat menjatuhkan

keputusan yang adil.*

¢! Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahnys, (Surabaya: Karya Utama,
2000), 408.
82 R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasannys, (Bogor: Politeia, 1995), 112.
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3. Kedudukan Alat bukti Keterangan Ahli

Undang-Undang tidak memberikan ketentuan siapakah yang dianggap
saksi ahli, maka mengenai ahli dan tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh
pengetahuan atau keahlian yang khusus, melainkan ditentukan
pengangkatannya oleh hakim berdasarkan pertimbangannya.®

Di dalam pasal 154 ayat 3 HIR yang menetapkan bahwa orang yang
dilarang menjadi saksi, juga tidak diperkenankan untuk diangkat menjadi
seorang ahli.* Atas dasar tersebut maka sudah seharusnya apabila syarat-

syarat menjadi saksi ahli sama dengan syarat-syarat sebagai saksi, namun di

dalam prakteknya ada perbedaan tertentu sebagai berikut:

a. Kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli yang lain untuk
memberikan pandapatnya, misalnya ahli kedokteran A yang diminta
datang di persidangan, berhalangan untuk datang, maka kedudukannya
dapat digantikan oleh ahli kedokteran B. Sedangkan saksi pada umumnya
tidak boleh diganti dengan saksi yang lain, kecuali oleh orang yang juga
sama-sama melihat, mendengar, dan mengalami atau menyaksikan

peristiwa yang akan dibuktikan.

5 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Cet. VII, 2007), 199
#R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasannys, (Bogor: Politeia, 1995),113.
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. Menggunakan saksi ahli satu sudah cukup didengar mengenai masalah
tertentu. Sedangkan saksi pada umumnya diisyaratkan sekurang-
kurangnya dua orang, atau satu saksi ditambah alat bukti lain.

Saksi ahli mempunyai keahlian tertentu yang berhubungan dengan
peristiwa yang dipersengketakan. Sedangkan saksi pada umumnya pada
peristiwa yang bersangkutan tidak diperlukan mempunyai keahlian.

. Saksi ahli memberikan pendapat atau kesimpulannya tentang suatu
peristiwa atau masalah yang disengketakan selama terjadinya proses.
Sedangkan saksi pada umumnya memberikan keterangan apa yang
dilihat, didengar dan dialami atau disaksikannya pada waktu peristiwa
yang disengketakan itu terjadi, sebelum diproses di Pengadilan.

. Keterangan saksi ahli tidak membuktikan kebenaran terjadinya suatu
peristiwa atau hak yang disengketakan, melainkan untuk menjelaskan
suatu hal yang berhubungan dengan peristiwa atau hak yang dibuktikan
dengan alat bukti lain (saksi dan sebagainya). Sedangkan keterangan
saksi pada umumnya dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran
terjadinya suatu peristiwa atau hak yang disengketakan itu sendiri.
Keterangan saksi ahli lebih berkaitan dengan hukum materiil yang
berkenaan dengan peristiwa yang disengketakan. Sedangkan keterangan

saksi pada umumnya berkaitan dengan hukum formil,
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g. Saksi ahli tidak wajib hadir dalam sidang, ia dapat memberikan
keterangan tertulis dalam jabatannya. Sedangkan saksi pada umumnya
harus hadir di depan sidang,

h. Saksi ahli dapat memberikan keterangan secara lisan di depan sidang atau
keterangan tertulis saja tanpa hadir di depan sidang. Sedangkan saksi
pada umumya harus memberikan keterangan di depan sidang. Dan
keterangan saksi yang ditulis merupakan alat bukti tertulis.

i. Hakim bebas untuk mendengar atau tidak dari keterangan saksi ahli.
Sedangkan keterangan saksi pada umumnya, hakim terikat untuk
mendengarkan keterangan saksi, sechingga keterangan saksi harus
dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya.65

Ada beberapa macam mengenai tata cara pemeriksaan saksi ahli yaitu
sebagai berikut:

a. Di dalam pertimbangan hukumnya (di dalam putusan) Hakim harus
mencantumkan bahwa “PENDAPAT AHLI ITU DIJADIKAN
PENDAPAT HAKIM”, sehingga dapat dijadikan dasar dalam
memutuskan suatu perkara.

b. Dalam hal Hakim akan mengambil pendapat dari scorang ahli (sarjana,

cendekiawan, ulama, fugaha, dan sebagainya) yang telah ditulis dalam

¢ A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Cet. VII, 2007), 200-201
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buku, maka Hakim dapat memasukkannya dalam pertimbangan hukum
pada putusannya, misal:

“Menimbang, bahwa menurut pendapat ...... dalam buku atau kitab ......
halaman ...... yang berbunyi ...... dan Hakim dapat menerima pendapat
tersebut, dan oleh karenanya, pendapat tersebut dijadikan pendapat

Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini.”

¢ Ibid, 202-203



BAB II
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN
DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI YANG MEMBUTUHKAN
ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI KARENA KURANGNY A

KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Tuban
1. Kedudukan Pengadilan Agama Tuban
Sesuai dengan penelitian penulis yang lebih difokuskan pada
Pengadilan Agama Tuban, maka di bawah ini deskripsi tentang Pengadilan
Agama Tuban adalah sebagai berikut:
a. Sejarah Pengadilan Agama Tuban
Dalam sejarah berdirinya Pengadilan Agama Tuban tidak terlepas
dari berdirinya Pengadilan Agama secara keseluruhan. Jika
diklasifikasikan, sejarah Pengadilan Agama Tuban terbagi menjadi
beberapa periode sebagai berikut:
1) Masa sebelum penjajahan
Secara formal sebelum masa penjajahan, Pengadilan Agama
Tuban belum ada. Akan tetapi secara subtansi keberadaan Pengadilan
Agama Tuban sudah ada. Hal ini ditandai dengan adanya petugas

yang menangani, yaitu penghulu. Dan putusan yang diambil juga

45
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masih sangat sederhana, dan kebanyakan masih bersifat fatwa,
Namun putusannya diakui oleh masyarakat pada masa itu.
2) Masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Pada masa ini, secara formal Pengadilan Agama Tuban juga
masih belum ada. Baru pada tanggal 19 Januari 1882 berdasarkan
Stbl. 1882 No. 162, Pengadilan Agama Tuban berdiri dengan nama
Raad Agama Tuban. Berdasarkan bukti putusan tulisan tangan pada
tahun 1931, Raad Agama Tuban sejak dibentuk pada tahun 1882
sampai masa penjajahan belum mempunyai kantor tersendiri, baru
merupakan Raad Agama dan merupakan bagian pemerintahan di
Kadipaten Tuban. Pada masa sebelum kemerdekaan seluruh
Pengadilan Agama di Indonesia belum mengenal istilah ketua
sebagai pimpinannya akan tetapi lebih dikenal dengan nama Qodhi
Syari. Dalam sejarah Pengadilan Agama Tuban KH. Dahlan Sebagai
Qodhi Syari.

3) Masa Kemerdekaan

Raad Agama Tuban masih tetap berjalan pada awal
kemerdekaan menurut sumber M. Syuhud (mantan Panitera
Pengadilan Agama Tuban): Secara berurutan (tanpa bisa
menyebutkan tahunnya) dipimpin oleh K.H. Muchid Maksum, K.H.

Mustakim, K. H. Syakur sampai tahun 1957. Sejak tahun 1957 Raad
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Agama Tuban mulai dipimpin seorang ketua bernama K.H. Moertadji
dan berkantor di salah satu gedung kamar bola (bekas gedung
pertemuan milik Belanda) yang terletak di sebelah barat alun-alun
dan Masjid Jami’ Tuban. Pada tahun 1968 sampai pada tahun 1973
Pengadilan Agama Tuban dipimpin oleh Kiai Damiri dengan tetap
menempati gedung tersebut. Dan sebagaian gedung tersebut
ditempati oleh Departemen Agama Tuban.
4) Masa berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
Sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974, yaitu pada tanggal 2 Januari 1974, sistem Pengadilan Agama
Tuban menjadi lebih baik. Pada tahun 1978, keadaan fisik Pengadilan
Agama Tuban juga sudah menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan
dibangunnya gedung baru di jalan Sunan Kalijogo No. 27 Tuban.
Kantor tersebut dibangun dengan dana dari pemerintah pusat
(Departemen Agama).67
b. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tuban
Kabupaten Tuban terletak di sebelah barat laut ibukota propinsi
Jawa Timur, Surabaya. Yaitu di antara 11°30° sampai dengan 112°35°
Bujur Timur dan 6’40° sampai dengan 7°18° Lintang Selatan. Kabupaten

Tuban merupakan salah satu kota tua pada jalur pantai utara pulau jawa,

67 Sejarah Pengadilan Agama Tuban, dalam hitp:/'www.pa-tuban.net/data-pengadilan/sejarali-
pengadilan-agama-tuban (18 Juni 2011)



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



49

Jumlah keseluruhan penduduk tuban yang diperoleh dari data
penduduk menurut badan pusat statistik Tuban tahun 2006 adalah
1.124.508 jiwa yang terdiri dari:

1)  Laki-laki: 557.115 jiwa.
2)  Perempuan: 567.393 jiwa

Terkait dengan dengan jumlah penduduk tersebut di atas,
merupakan dasar untuk penentuan kelasifikasi atau penentuan kelas bagi
peradilan tingkat pertama. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama
Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama,
ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Tuban termasuk Pengadilan Agama
kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam kelasifikasi pengadilan
tingkat pertama.

Kriteria yang digunakan dalam menetapkan kelas bagi
Pengadilan Agama adalah :

1) Lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama.
2) Jumlah perkara dalam satu tahun yang ditangani Pengadilan Agama.

3) Kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilan Agama.5®

%8 Sejarah Pengadilan Agama Tuban, dalam http://www.pa-tuban.net/data-pengadilan/wilayah-
yuridiksi (18 Juni 2011)
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2. Kewenangan Pengadilan Agama Tuban
Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Tuban, terbagi menjadi
dua macam, yaitu:
a. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Tuban
Pengadilan Agama dalam mengadili perkara hanya dalam
kewenangan wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan
peradilan yang dapat dilakukan secara formal, hanya perkara-perkara yang
termasuk dalam wilayah daerah hukumnya. Faktor yang menimbulkan
terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan
pada setiap lingkungan pengadilan adalah faktor wilayah hukumnya.®’
b. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Tuban
Kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah dalam bidang
hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan
Agama sejajar dengan lingkungan pengadilan yang lain, Pengadilan
Agama juga sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman.
Dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006,
Pengadilan Agama tidak hanya bertugas memeriksa dan memutuskan
perkara Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah, Wakaf, infaq, dan
shadaqah, akan tetapi bertambah dengan adanya perkara zakat dan

ckonomi syari’ah. Dengan demikian kewenangan Pengadilan Agama

 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.
I11, 2005), 202.
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Tuban juga bertambah yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan
perkara tentang zakat dan ekonomi syari’ah.

Kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan bidang
perdata di Pengadilan Agama dimaksud sekaligus dikaitkan dengan asas
“Personalitd’ ke-Islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam
kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mercka yang beragama
Islam.”

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban

Struktur organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Tuban
mempunyai fungsi scbagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi
lain, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan
wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 33 Tahun 1999 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, maka kesekretariatan Pengadilan Agama terdiri
dari 4 kelas, yaitu kelas I A, kelas I B, kelas II A, kelas II B dengan demikian
Pengadilan Tuban termasuk golongan tingkat I A bertempat daerah tingat II
Kabupaten dan jumlah perkara yang pernah ditangani sudah termasuk dalam
ketentuan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Berikut adalah

struktur organisasi Pengadilan Agama Tuban:

Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.
111, 2005), 100.
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B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Tuban Dalam Perkara Izin Poligami
Dengan Adanya Alat Bukti Keterangan Ahli Karena Kurangnya Kebutuhan
Biologis Suami

Kasus yang diteliti oleh penulis, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tuban pada 29 Agustus 2001 dengan Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.

Perkara ini bermula pada tanggal 29 Agustus, bahwa Pemohon
mendafiarkan surat permohonannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban
atas permohonan izin untuk berpoligami. “Pemohon” sebagai suami bernama
Sutikno bin Samidi umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di Desa Sawahan, Kecamatan Rengel. Dan “Termohon”
sebagai Istri bernama Titik Wahyuningsih binti Lamidjo umur 36 tahun, Agama
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Sawahan,
Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

Antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 24 Januari 1988 yang dicatat oleh pejabat pencatat nikah di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dengan kutipan Akta
Nikah Nomor 308/5/1/1988. Dari hubungan perkawinan tersebut, Pemohon dan
Termohon telah dikaruniai dua orang putri, yang pertama bernama Asri Fentika
Ayu yang lahir pada tanggal 25 Pebruari 1989 dan putri yang kedua bernama

Biam Asih Wahyuningtiti yang lahir pada tanggal 15 Juni 1995,
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Pemohon yang sudah melangsungkan pernikahan dengan Termohon,
berniat untuk melakukan poligami dengan Nanik Zulbihar binti H. Musta’in
Noer dengan status janda cerai yang sudah dikenal semenjak bulan Desember
2000. Dari perkenalan itu, keduanya menjalin hubungan dan berniat untuk
melanjutkan hubungannya hingga ke jenjang pernikahan.

Penyebab Pemohon untuk melakukan poligami bermula dari Termohon
yang seringkali menolak atau tidak mampu dalam melayani suami untuk
berhubungan seks. Dari keterangan Pemohon, sesekali pada saat berhubungan
seks dengan Termohon, kondisi Termohon sangat payah hingga mengeluarkan
darah. Inilah penyebab Pemohon berniat untuk melakukan poligami dengan
Nanik Zulbihar binti H. Musta’in Noer. Karena menurut Pemohon, untuk
kelangsungan kehidupan keluarga, Pemohon sangat mendambakan keluarga yang
dapat melayani kebutuhan biologis untuk ketentraman sebuah keluarga.

Pemohon, yang berniat melakukan poligami, menyatakan bahwa
Termohon sudah memberikan persetujuannya dan Pemohon sanggup untuk
berlaku adil terhadap istri-istrinya dan dengan penghasilan rata-rata Rp. 300.000
per hari, Pemohon mampu untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon menginginkan untuk segera
memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan Pemohon sanggup membayar
seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Adapun yang menjadi

permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberikan izin untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Nanik
Zulbihar binti H. Musta’in Noer untuk dijadikan istri kedua.

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Namun, setelah kedua pihak dipanggil untuk menghadap di persidangan
dan Majelis Hakim tidak berhasil melakukan perdamaian, Termohon
memberikan jawaban atas permohonan Pemohon bahwa Termohon sama sekali
tidak pernah diminta persetujuannya dan sama sekali tidak akan memberikan
persetujuan kepada Pemohon sebagai seorang suami untuk melakukan poligami.
Dan pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mengeluarkan
darah saat melakukan hubungan seks dengan Pemohon adalah tidak benar. Akan
tetapi sebaliknya, Pemohon dan Termohon merasa puas dengan hubungan seks
tersebut. Selain itu, saat Pemohon mengajukan permohonan izin untuk
melakukan poligami, Pemohon masih berhubungan seks dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Termohon tetap tidak mengizinkan
Pemohon untuk melakukan poligami, dan berharap agar hakim Pengadilan
Agama Tuban untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak permohonan Pemohon.
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2. Menerima permohonan Termohon untuk tidak memberikan izin kepada
Pemohon untuk melakukan poligami dengan wanita yang bernama Nanik
Zulbihar binti H. Musta’in Noer.

3. Menyatakan menolak permohonan izin poligami yang diajukan oleh
Pemohon,

Atas jawaban dari Termohon di atas, Pemohon memberikan tanggapan
atau repliknya secara tertulis bahwa libido seksualitasnya sangat tinggi. Karena
dalam satu hari, Pemohon meminta untuk berhubungan seks sampai dua kali.
Tetapi Termohon sering mengatakan ”aku pegeler” (saya capek) dan terkadang
mengatakan “sesuk wae mas’ (besok saja mas), sehingga Pemohon khawatir
nantinya akan terjadi hal-hal yang dilarang Agama, dan atas sikap dari
Termohon tersebut, Pemohon hanya bisa menahan diri. Kondisi seperti ini
dialami Pemohon pada saat anak pertama berusia tiga bulan. Selain itu,
Pemohon memberikan pernyataan bahwa yang mendorong Pemohon untuk
melakukan poligami adalah sikap dari Termohon yang keras, karena pada suatu
saat, Pemohon dan Termohon pernah terlibat pertengkaran hingga Termohon
sampai menendang Pemohon, memukul punggung Pemohon, mendorong
Pemohon, menunggangi Pemohon dan sampai mencakar Pemohon hingga
berdarah

Dari replik yang disampaikan Pemohon, Termohon memberikan duplik

secara tertulis bahwa tidak benar pernyataan dari Pemohon ketika Termohon
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diajak berhubungan seks dengan Pemohon sampai mengeluarkan darah dan
kondisinya payah, karena setiap Pemohon dan Termohon melakukan hubungan
seks, Termohon tidak mengeluarkan darah sekalipun. Namun sebaliknya,
Pemohon dan Termohon merasa puas, dan ketika Pemohon mengajukan
permohonan izin poligami, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan
seks. Selain itu, menurut Termohon tidak benar bahwa nafsu Pemohon besar
sejak anak pertama lahir, karena selama perkawinan Pemohon dan Termohon,
tidak ada perubahan pada diri Pemohon terutama dalam hal hubungan seks atau
kebutuhan biologis. Termohon juga membantah perkataan Pemohon bahwa
Termohon pernah menolak atau menunda ajakan Pemohon untuk melakukan
hubungan seks. Namun, setiap kali Pemohon menginginkan hubungan seks
dengan Termohon, Termohon selalu tetap melayani. Malah sebaliknya, jika
Pemohon sibuk dengan pekerjaan, sering lupa dan jarang untuk berhubungan
seks. Selain itu, mengenai Termohon yang dinyatakan jahat hingga memukul,
menendang, mendorong dan mencakar adalah tidak benar, pertengkaran
Termohon dengan Pemohon hanya sebatas memperingatkan tingkah laku
Pemohon yang kurang baik, karena timbul gejala bahwa Pemohon sering pulang
larut malam dan ketika dinasihati, Pemohon marah-marah sambil mengatakan

? ”
Jangan ngatur saya .
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Sementara itu, Nanik Zulbihar binti H. Musta’in Noer sebagai calon istri

kedua telah hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan sebagai

berikut:

1.

Bahwa ia telah mengerti maksud Pemohon, yaitu untuk melakukan poligami
dan ia menyetujui untuk dijadikan calon istri kedua oleh Pemohon.

Bahwa benar calon istri kedua adalah janda cerai sejak tanggal 16 Oktober
2000.

Bahwa ia mengenal Pemohon sejak Nopember 2000 dan menjalin hubungan
khusus namun belum pernah melakukan hubungan badan.

Bahwa ia tahu jika Pemohon sudah mempunyai istri, yaitu Termohon. Serta
mengetahui bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak.

Bahwa ia bersedia untuk dijadikan istri kedua tanpa ada paksaan dari
siapapun dan sudah dipikirkan dengan matang,

Bahwa ia yakin akan kemampuan Pemohon untuk memenuhi syarat-syarat
untuk berpoligami terutama dalam hal nafkah dan berlaku adil.

Bahwa ia bersedia akur dengan Termohon dan siap menerima segala resiko
sebagai istri yang dimadu.

Bahwa ia dan Pemohon tidak mempunyai hubungan mafram.
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Selanjutnya untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-

bukti sebagai berikut:

L.

Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan
Nomor: 01208.2013.0823.

Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/5/1/1988 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ‘pada
tanggal 24 Januari 1988.

Photo copy Akta Cerai atas nama calon istri kedua Pemohon Nomor:
1940/AC/2000/PA.Tbn. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban
pada tanggal 13 Nopember 2000.

Photo copy Surat Keterangan penolakan pernikahan Nomor:
Km.22.05/02.02/pw.01/27/2001 ~dari Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban pada tanggal 22 Agustus 2001.

Photo copy Surat Keterangan untuk nikah Nomor:
474.2/58/411.207.14/8/2001 dari Kepala Desa Rengel, Kabupaten Tuban
pada tanggal 15 Agustus 2001.

Photo copy Surat Keterangan Asal-Usul Nomor: 474.2/58/411.207.14/8/2001
dari Kepala Desa Rengel, Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Agustus 2001.
Photo copy Surat Keterangan Dokter Ahli bahwa Pemohon mengalami hyper
sex, dengan Nomor SIP: 0261/IP.DS/SBY/X/98 dari Dr. Bambang Warsito,

MS.SP.And.
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11.

12.

13.

14.

15.
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Surat Keterangan penghasilan Pemohon pada tanggal 30 Agustus 2001 yang
diketahui oleh Kepala Desa Sawahan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.
Photo copy Purchase Order Pemohon dari PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
Tbk. Nomor: Mjk-45137526 pada tanggal 4 September 2001.

Photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama Pemohon
Nomor: PEM-1579/WPJ.09/KP.0103/1998

Photo copy Tanda Daftar Perusahaan dengan nama perusahaan U.D
"IKHTIAR ABADI” milik Pemohon dengan Nomor Pendaftaran:
13375603010 pada tanggal 17 Nopember 1997.

Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor: 223/13-
36/PK/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian Dan
Perdagangan Kabupaten Tuban pada tanggal 17 Nopember 1997.

Photo copy Surat Penggantian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan
Nomor: S-16/WPJ.09/KP.0103/2001 dari Departemen Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Kantor Wilayah IX DJP Jawa Timur, Kantor
Pelayanan Pajak Bojonegoro pada tangal 10 Mei 2000.

Surat Keterangan kekayaan Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa
Sawahan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban pada tanggal 30 Agustus
2001.

Surat Pernyataan berlaku adil dari Pemohon pada tangal 07 Agustus 2001.



61

16. Surat Pernyataan (tidak keberatan untuk dimadu) tanpa tanda tangan
Termohon.

Selain bukti-bukti di atas, Pemohon juga menghadirkan beberapa saksi
sebagai berikut:

1. Zarkasi bin Rimo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat
tinggal di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Bahwa saksi
telah disumpah dan menerangkan:

a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
karyawan Pemohon.

b. Saksi mengetahui jika Pemohon sudah berhubungan dan ingin
berpoligami dengan Nanik Zulbihar binti H. Musta’in Noer, janda tanpa
anak.

c. Saksi menyatakan bahwa Pemohon adalah orang kaya. Selain itu, saksi
juga mengetahui kekayaan Pemohon berupa satu unit rumah mewah,
sarang walet, dan pabrik gamping,

d. Saksi tidak pernah mengetahui konflik rumah tangga Pemohon. Namun,
saksi pernah mengetahui ada bekas luka cakar di badan Pemohon, dan
Pemohon sempat meminta obat kepada saksi, tetapi ketika saksi

menanyakan penyebab luka tersebut, Pemohon selalu menut upi.
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e. Saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai usaha sebagai Supllier PT.
Tjiwi Kimia di Mojokerto. Namun, saksi tidak mengetahui penghasilan
Pemohon.

Atas keterangan saksi di atas, Termohon memberikan
bantahannya, bahwa tidak benar jika Termohon pernah mencakar
Pemohon.

Selain itu, Pemohon juga memberikan tanggapan atas saksi bahwa
benar jika Pemohon pernah meminta obat luka kepada saksi, dan
Pemohon menutupi sebab dari luka tersebut karena Pemohon merasa
malu untuk berterus terang. Menurut Pemohon, sebagai kepala keluarga,
Pemohon ingin menutupi kejelekan rumah tangganya kepada orang lain.
Selain itu, Pemohon juga bersumpah Dengan Menyebut Nama Allah
bahwa benar jika Termohon pernah mencakar Pemohon.

2. Muti’ullah bin Hasyim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta/modin/P3N, bertempat tinggal di Desa Sawahan, Kecamatan Rengel
Kabupaten Tuban. Bahwa saksi telah disumpah dan menerangkan:

a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga
Pemohon dan Termohon.

b. Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan izin
poligami dengan wanita yang bernama Nanik Zulbihar binti H. Musta’in

Noer, janda tanpa anak.
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Saksi pernah menanyakan alasan Pemohon mengajukan izin poligami,
Pemohon menjawab bahwa libido seksnya tinggi, namun saksi tidak
pernah menyarankan agar Pemohon datang ke dokter ahli.
. Saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan calon istri kedua, dan
Pemohon telah melamarnya. Selain itu, saksi juga mengetahui bahwa
Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab.
Saksi menyatakan bahwa Pemohon mampu untuk berpoligami, karena
penghasilan Pemohon per hari kurang lebih Rp. 300.000 (tiga ratus ribu
rupiah). Selain itu, saksi juga mengetahui kekayaan Pemohon berupa
sarang walet, pabrik kapur, dua unit mobil, satu unit truk, dan dua unit
sepeda motor
Bahwa saksi telah menyarankan kepada Pemohon untuk memproses
perkaranya secara prosedur dan saksi juga telah menanyakan tentang izin
dari Termohon, dan Pemohon menjawab bahwa Termohon sudah
mengijinkan dengan kata-kata ”embubh, sak karepmu’ (terserah).
. Saksi tidak mengetahui masalah intern antara Pemohon dan Termohon.
Dari keterangan saksi di atas, Termohon membenarkannya.
Namun mengenai sarang walet Pemohon belum ada hasilnya.
Selain itu, Pemohon juga membenarkan keterangan saksi,
kemudian Pemohon memberikan keterangan bahwa pertengkaran

Pemohon dan Termohon sudah sangat parah. Jika Termohon marah,



64

Termohon tidak segan-segan memukul dan menunggangi Pemohon
seperti kuda, namun Pemohon selalu menutup-nutupi tentang masalah
itu.

3. Taslimah binti Mijo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat
tinggal di Desa Sawahan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Bahwa
saksi telah disumpah dan menerangkan:

a. Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon, dan Termohon adalah menantu
Pemohon. Dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua
anak.

b. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terkadang baik
dan terkadang ada pertengkaran.

c. Bahwa Pemohon sudah memberitahukan ingin berpoligami dengan
wanita yang bernama Nanik Zulbihar binti H. Musta’in Noer. Dan
sesungguhnya Pemohon tidak pernah ada cita-cita untuk melakukan
poligami. Selain itu, saksi juga sudah mengingatkan Pemohon, namun
saksi tidak bisa berbuat apa-apa.

d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran. Hal
itu terjadi sebelum Pemohon mengenal calon istri kedua.

¢. Bahwa saksi berada satu rumah dengan Pemohon dan Termohon. Hingga
suatu saat pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi

yang saat itu mendengarkan suara keributan dari dalam kamar Pemohon
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dan Termohon, saksi kemudian melihat secara diam-diam dari atas kursi.
Dari pengamatan saksi, Termohon menunggangi Pemohon hingga
memukul Pemohon. Namun ketika saksi menanyakan hal tersebut,
Pemohon masih menut up-nut upi.

Dari keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon
membenarkannya. Selain itu, Pemohon juga menambahkan bahwa di luar
persidangan, Termohon pernah mengatakan “sak karepmu mas, tuk endi
wae sampeyan hubungan karo Nanik, aku ora opo-opo asal Nanik ojo
dirabi, nek sampeyan wis puas, wis sadar, balik maneh nang aku,
sampeyan tak trimo” (terserah mau berbuat apapun dengan Nanik (calon
istri kedua), saya (Pemohon) tidak apa-apa asalkan tidak dinikahi, jika
sudah puas dan sadar, dan kembali ke saya (Termohon), mas (Pemohon)
saya (Termohon) terima). Dari keterangan Pemohon tersebut, Termohon
membenarkannya, dan membiarkan hubungan dengan calon istri kedua
asalkan tidak dinikahi sampai Pemohon sadar dan ingat akan anak-
anaknya.

Selanjutnya untuk meneguhkan dalilnya, Termohon tidak mengajukan

saksi-saksi, namun Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.

Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dengan Nomor:

01219.2013.0823 pada tanggal 17 April 2000.

2. Dua lembar photo Pemohon, Termohon dan anak-anaknya.
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5.

6.
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Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ”Asri Fentika Ayu” dengan
Nomor: 243/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Dati II Tuban pada tanggal 10 Maret 1989.

Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama “Biam Asih Wahyuningtiti”
dengan Nomor: 473/R/TA/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban pada tanggal 27 Juni 1995.

Surat keterangan Termohon peserta KB dan kondisi kesehatan Termohon
sebagai peserta KB, yang dikeluarkan oleh Sunarti, Bidan Kecamatan
Rengel, Kabupaten Tuban pada tanggal 02 Oktober 2001. dan selama
Termohon mengikuti program KB, Termohon terbukti sehat dan tidak
pernah mengalami pendarahan.

Surat keterangan Dokter atas pemeriksaan kesehatan Termohon Nomor:
467/5/2001 yang dikeluarkan oleh dr. Bambang Suhariyanto, Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban pada tanggal 10 Oktober 2001. Dari
keterangan ini, Termohon dalam keadaan sehat, dan tidak mengalami cacat
badan.

Kemudian, dari bukti-bukti yang diajukan Termohon mengenai alat bukti

keterangan ahli berupa surat dari pihak kedokteran yang menyatakan bahwa

Termohon sehat dan tidak mengalami pendarahan. Pemohon memberikan

bantahannya dengan alasan bahwa yang mengalami hal tersebut (kurangnya

kebutuhan biologis) adalah Pemohon. Pihak kedokteran tidak mengetahui saat
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Pemohon dan Termohon ketika melakukan hubungan seksual, apakah Pemohon
merasa puas atau tidak. Pihak kedokteran juga tidak mengetahui saat Termohon
mengeluhkan tentang pendarahan yang dialami Termohon.

Dari keterangan Pemohon, Termohon akhirnya mengakui atas
pendarahan yang dialaminya namun dengan alasan keesokan harinya, Termohon
mengalami menstruasi. Namun dari keterangan Termohon tersebut sudah cukup
kuat untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon di persidangan.

Kemudian, dari keterangan Termohon yang menyatakan bahwa
Termohon telah membiarkan Pemohon melakukan hubungan dengan calon istri
kedua tanpa hubungan yang sah. Maka, Termohon lebih cenderung menyukai
jika Pemohon terjerumus pada hal-hal yang dilarang Agama Islam, karena

hubungan tersebut dikehendaki Termohon tanpa ikatan perkawinan yang sah.”’

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor
1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.

Sesuai dengan perkara permohonan izin poligami dari Pemohon, dan
keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Termohon
sebagai istri, serta para saksi-saksi. Hakim memberikan pertimbangannya

sebagai berikut:

! Pengadilan Agama Tuban, Salinan Putusan Perkara Nomor 1675/Pdt.G/2001/Pengadilan
Agama.Tbn, 1-22.
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. Bahwa Pemohon menyatakan alasannya melakukan poligami adalah
kurangnya kebutuhan biologis yang dikarenakan Pemohon mempunyai libido
seksualitas yang tinggi (4yper sex). Dalam satu hari, Pemohon menginginkan
hubungan seksual dengan Termohon hingga dua kali, namun ketika
Termohon diminta melakukan hubungan dengan Pemohon, Termohon sering
mengatakan “aku pegelen” (saya capek) dan terkadang “sesuk wae mas”
(besok saja), sehingga Pemohon hanya bisa menahan diri. Meskipun
demikian, Pemohon merasa takut terjerumus ke dalam perbuatan zina yang
dilarang Agama Islam.

. Bahwa Termohon sering bersikap kasar terhadap Pemohon dan tidak segan-
segan untuk memukul hingga melukai Pemohon.

. Bahwa Termohon sudah mengetahui hubungan Pemohon dengan calon istri
kedua, namun Termohon hanya membiarkan hubungan tersebut.

. Bahwa Termohon tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan
poligami. Namun, di depan persidangan, Termohon mengatakan “terserah
Pemohon melakukan hal apa saja dengan calon istri kedua, asalkan tidak
untuk dinikahi. Jika nanti Pemohon sadar, maka Termohon akan menerima
Pemohon kembali”.

. Bahwa Pemohon telah membuktikan dan menguatkan alasannya melakukan

poligami dengan menunjukkan alat bukti keterangan ahli dari pihak
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kedokteran spesialis Andrologi bahwa Pemohon tergolong hyper sex. Dan
Termohon tidak membantahnya.

. Bahwa keterangan dari saksi yang menanyakan tentang izin dari Termohon
untuk Pemohon sebagai syarat melakukan poligami, Termohon menjawab
“sak karepmu” (terserah).

. Bahwa tentang keterangan Termohon yang mengatakan “aku pegelen” (saya
capek) dan “sesuk wae mas” (besok saja). Hal tersebut diakui oleh
Termohon. Maka, menurut pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa
pengakuan yang diucapkan di depan hakim adalah bukti yang sempurna.

. Bahwa dengan pernyataan Termohon yang merelakan Pemohon melakukan
berbuat hal apa saja dengan calon istri kedua namun jangan sampai dinikahi.
Pernyataan tersebut disimpulkan oleh Majelis Hakim yang berarti, Termohon
membiarkan seseorang (Pemohon) berbuat maksiat (berzina), asalkan
Termohon tidak merasa terganggu. Maka, sikap tersebut adalah egois, acuh
terhadap aturan Agama Islam dan Undang-Undang. Dan jika hal tersebut
dibiarkan, akan menimbulkan masyarakat yang amburadul, melecehkan
aturan-aturan Agama Islam dan Undang-Undang, menimbulkan perzinaan
terselubung, yang tidak jauh berbeda dengan pelacuran, maka hal tersebut
harus dihilangkan.

. Bahwa dengan pernyataan Pemohon yang mengajukan permohonan izin

poligami karena takut akan terjadi perbuatan yang dilarang Agama Islam,
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lebih khususnya perbuatan zina. Hal ini merupakan i’tikad baik dari
Pemohon untuk melakukan perikehidupan berkeluarga melalui jalur hukum
yang sehat dan benar, sesuai dengan Agama dan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku
adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya nanti. Dan antara Pemohon
dengan calon istri kedua tidak ada hubungan mahram.

Bahwa calon istri kedua menyatakan bahwa siap dan bersedia untuk menjadi
istri kedua dari Pemohon.

Bahwa sesuai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2
yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya akan memberi izin kepada
seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Bahwa sekalipun Termohon mengajukan alat bukti keterangan ahli dari
pihak kedokteran yang menyatakan bahwa keadaan Termohon sehat lahir
batin, tidak mengalami cacat badan. Namun, apabila Pemohon menginginkan
hubungan seksual dengan Termohon, Termohon seirngkali mengatakan
“sesuk wae” (besok saja) dan “aku pegel” (saya capek). Sehingga Pemohon

seringkali pula hanya bisa menahan kebut uhan biologisnya yang merasa tidak
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terpenuhi haknya dari Termohon. Dan dengan hal terscbut, Pemohon bisa
mencari pelampiasan di luar Termohon, seperti melakukan perselingkuhan
dan mendatangi tempat lokalisasi. Tentu saja hal tersebut tidak dibenarkan
oleh Agama Islam dan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,
sikap dari Termohon dapat dikategorikan sebagaimana di dalam Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 bahwa istri tergolong
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Hal ini juga
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa aktifitas seksual bagi suami istri
di dalam rumah tangga adalah kebutuhan yang sangat vital.

14. Bahwa, semakin lama problem masyarakat semakin banyak, semakin rumit,
dan semakin beragam pula, dan hal ini memerlukan solusi, sebagaimana
kaidah Ushul Figh yang berbunyi:

B35 5555 oo 32 536 (350
Artinya: “Bahwa hukum itu berputar (berlaku) mengikuti ada atau tidaknya
illat (sebab)’™

15.Bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim atas alasan-alasan
komulatif dan alternatif, tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 pasal 4 dan S serta Kompilasi Hukum Islam pasal S5, pasal 56, pasal 57,

pasal 58, dan pasal 59 yang berbunyi:

7 Pengadilan Agama Tuban, Salinan Putusan Perkara Nomor 1675/Pdt.G/2001/Pengadilan
Agama.Thn, 27.
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Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
Pasal 4
1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib
mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat
tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin
kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
¢) Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini,
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

¢) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri
dan anak-anak mereka.

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi secorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya
yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.73

Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 55

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya
sampai empat orang istri.

2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin
dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

& Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Penjelasannya, (Trinity Optima Media, Cet. I, 2007), 90-91.
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Pasal 56
Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin
dari Pengadilan Agama.
Pengajuan permohonan izin dimaskud pada ayat (1) dilakukan
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975.
Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan
hukum,

Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami

yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a.
b.

Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.

Istri tidak dapat melahirkan keturunan.,

Pasal 58

Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk
memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat
yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.l Tahun 1974
yaitu:
a) Adanya persetujuan istri.
b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan

hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah no. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan
lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau
apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang
kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat
penilaian hakim.

Pasal 59
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan

permohonan untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah
satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan
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Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan
mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama,
dan terha(%ag penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding
atau kasasi.

16. Bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat
2 huruf ¢ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 58 ayat 1 huruf a
mengenai persetujuan dari istri, hal ini telah terjawab dengan pernyataan istri
(Termohon) dengan ungkapan “terserah Pemohon mau membawa kemana
dan mau melakukan apa saja dengan Nanik Zulbihar (calon istri kedua), saya
rela, asal tidak dinikahi secara sah”. Pernyataan tersebut dapat dikatakan
bahwa Termohon telah mengijinkan Pemohon untuk berpoligami namun
secara tidak sehat atau tidak secara sah menurut hukum dan Agama Islam.

17. Bahwa di dalam alat bukti keterangan ahli Termohon yang menyatakan
bahwa Termohon dalam keadaan sehat tersebut tidaklah relevan, sebab yang
menjadi dasar Pemohon dalam mengajukan perkara adalah keadaan yang
lampau sehingga bukti tersebut tidak relevan untuk dipakai sebagai dasar
bukti.

Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim

mengambil dasar hukum unt uk memutuskan perkara sebagai berikut:

™ Ibid., 21-22.



1.

75

Sesuai dengan Firman Allah SWT yang membolehkan seorang laki-laki

mempunyai istri lebih dari satu orang, terdapat di dalam Surat An-Nisa’ ayat

3 yang berbunyi:
b%,ygulu,r_{luwm uwu‘,hmﬁy’tiﬁpa’,

Aofsk VT 31 U3 00 8T b 5 Bl s W 2t O g5

Artinya:  “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim  (bilamana  kamu
mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat .

Dari perbuatan Termohon yang membiarkan Pemohon sebagai suami untuk

berhubungan dengan wanita lain tanpa adanya hubungan yang sah menurut

agama dan undang-undang, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang
egois dan dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perzinaan. Hal

ini sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang

berbunyi:

01534015 €Y1 B 15E Vg 3Bl B B ..

Artinya:  “...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan tagwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.”

Mengenai syarat-syarat untuk seorang suami melakukan poligami atau

beristri lebih dari seorang, tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan

No. 1 Tahun 1974 pasal 4 dan pasal 5 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pasal 55, pasal 56, pasal 57, dan pasal 58. Namun, di dalam perkara ini,
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syarat untuk melakukan poligami lebih kepada Undang-Undang Perkawinan
No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf a bahwa istri sudah tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam hal ini dibuktikan
dalam perbuatan Termohon yang seringkali menunda dan menolak ajakan
Pemohon untuk melakukan hubungan seksual.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Hani’atien, MS., SH., Majelis
Hakim memutuskan perkara permohonan izin poligami dengan mengizinkan
Pemohon untuk melakukan poligami atas dasar pertimbangan bahwa Termohon
“ogah-ogahan” (enggan) pada saat Pemohon menginginkan hubungan seksual.
Hal tersebut memang dikarenakan Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang mempunyai jadwal sehari-hari yaitu bekerja. Termohon yang
pagi hari sudah berangkat bekerja dan ketika sudah pulang ingin segera istirahat.
Hal inilah yang menyebabkan kebutuhan biologis Pemohon kurang terpenubhi.
Sehingga, atas dasar Termohon yang “ogah-ogahan” (enggan) melayani
Pemohon sebagai scorang suami dalam hal seksual. Maka, menurut Majelis
Hakim, hal tersebut sudah termasuk memenuhi salah satu syarat untuk beristri
lebih dari seorang yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
seorang istri, seperti tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1

Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 huruf a.”

» Hani’ atien, Wawancara, Tuban, 15 Juni 2011.
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D. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Putusan Pengadilan Agama
Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. Tentang Permohonan Izin Poligami
Karena Kurangnya Kebutuhan Biologis Suami

Di  dalam  Putusan  Pengadilan Agama Tuban  Nomor
1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami, Majelis Hakim
memerlukan adanya bukti sesuai dengan alasan Pemohon dalam mengajukan
permohonan izin untuk melakukan poligami yaitu tingginya libido seksual
Pemohon. Dalam satu hari, Pemohon menginginkan hubungan seksual dengan
Termohon hingga dua kali. Namun, Pemohon mengeluhkan kondisi Termohon
yang sering menunda permintaan Pemohon dengan alasan capek, dan sesekali
Termohon mengalami pendarahan saat melakukan hubungan seksual dengan
Pemohon yang menyebabkan kebutuhan biologis Pemohon kurang terpenuhi.

Sesuai dengan alasan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memerlukan
bukti yang kuat untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya mengenai
kondisi Pemohon yang menyatakan bahwa libido seksualitasnya tinggi. Dalam
hal ini, bukti yang dibutuhkan oleh Majelis hakim adalah seorang yang ahli
dibidang kedokteran.

Menurut penjelasan pasal 154 HIR, bahwasannya seseorang tidak dapat
dituntut untuk mengetahui segala-galanya. Demikian pula pada secorang Hakim,
oleh karena itu Hakim diberikan kesempatan apabila diperlukan untuk

memperoleh pertolongan atau pendapat dari seorang ahli. Pada hakekatnya hal
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tersebut adalah merupakan alat atau sarana bagi Majelis Hakim untuk mencari
kebenaran yang hakiki agar dapat menjatuhkan keputusan yang adil.

Maka, Majelis Hakim menempuh jalan agar Pemohon dan Termohon
mengajukan alat bukti keterangan ahli untuk membuktikan bahwa keterangan
Pemohon yang menyatakan bahwa libido seksualitasnya tinggi dan Termohon
yang menyatakan bahwa kondisi kesehatannya jasmaninya normal.

Dengan alat bukti keterangan ahli tersebut, selain Majelis Hakim
mendapatkan tambahan pengetahuan dan petunjuk, Majelis Hakim dapat
mempertimbangkan kembali, apakah alat bukti keterangan ahli dari pihak
kedokteran tersebut dapat meneguhkan dalilnya di depan persidangan.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Hani’atien, MS., SH., alat bukti
keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti yang sangat berpengaruh, karena
dengan alat bukti keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim memperoleh
pengetahuan yang lebih dalam mengenai para pihak yang berperkara, dalam hal
ini adalah dari pihak kedokteran. Sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya.”®

7 Hani’atien, Wawancara, Tuban, 15 Juni 2011.
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ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TUBAN NOMOR 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.
TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
KARENA KURANGNYA KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim dalam Putusan
Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. Tentang
Permohonan Izin Poligami Dengan Adanya Alat Bukti Keterangan Ahli Karena
Kurangnya Kebutuhan Biologis Suami

Di  dalam  Putusan Pengadilan Agama  Tuban  Nomor
1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami, terdapat
pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini,
dengan adanya alat bukti keterangan ahli yang diajukan Pemohon di muka
pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon mengalami Ayper sex atau
tingginya libido seksual. Karena dalam satu hari, Pemohon menginginkan
hubungan seksual dengan Termohon sampai dua kali. Namun, Pemohon
menyatakan bahwa kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi, karena Termohon
sebagai istri seringkali menunda atau menolak permintaan Pemohon untuk
melakukan hubungan seksual dengan alasan capek.

Dari keterangan tersebut, Majelis Hakim lebih mempertimbangkan

kebutuhan biologis Pemohon yang kurang terpenuhi, karena Termohon sebagai

79
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seorang istri terkadang menunda dan menolak ajakan Pemohon sebagai suami
untuk melakukan hubungan seksual. Di sisi lain, Pemohon yang terbukti
mengalami hyper sex atau tingginya libido seksual hanya dapat menahan diri
ketika Termohon menolak permintaan Pemohon untuk melakukan hubungan
seksual.

Selain itu, Majelis hakim juga mempertimbangkan perlakuan Termohon
yang merelakan atau membiarkan Pemohon ketika melakukan hubungan dengan
wanita lain dengan syarat tidak ada ikatan yang sah menurut agama Islam dan
Undang-Undang. Hal tersebut merupakan perbuatan yang harus dihilangkan,
karena sikap tersebut adalah sikap yang egois dan dapat mengakibatkan seseorang
terjerumus dalam perbuatan maksiat yaitu perzinaan.

Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang
menggunakan dasar hukum seperti yang tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat

2 yang berbunyi:

O35 Y1 B 1555 Y5 cs3hly B B 155 .

Artinya: “..Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.”

Ayat tersebut mengandung makna bahwa manusia hendaknya tolong-

menolong dengan sesama dalam hal kebaikan, bukan dalam hal kejelekan, karena

perbuatan tersebut akan menjerumuskan seseorang untuk berbuat dosa. Seperti

halnya perbuatan Termohon sebagai istri yang membiarkan Pemohon sebagai



81

suami ketika mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain asalkan tidak ada
ikatan yang sah secara agama dan Undang-Undang.

Selain itu, dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan
izin poligami mengenai persetujuan istri yang sama sekali tidak diberikan oleh
Termohon kepada Pemohon telah terjawab dengan ungkapan “terserah Pemohon
mau membawa kemana dan melakukan apa saja terhadap Nanik (calon istri
kedua), saya rela asal tidak dinikahi secara sah”. Pernyataan tersebut secara
implisit dapat dikatakan sebagai pengakuan yang telah terbukti kebenarannya
sesuai dengan pasal 127 HIR bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna.
Termohon telah terbukti mengizinkan Pemohon untuk berpoligami, namun tidak
sah secara agama dan Undang-Undang.

Begitu juga dengan pernyataan Termohon yang mengatakan “aku
pegelen” (saya capek) dan “sesuk wae” (besok saja) ketika Pemohon
menginginkan hubungan seksual dengan Termohon. Maka, pernyataan Termohon
tersebut merupakan pengakuan yang terbuti kebenarannya. Selain itu, pernyataan
Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagaimana yang tercantum di dalam
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf a bahwa istri
tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Dari wawancara penulis dengan Bapak Anshor, SH. Mengenai kebutuhan
biologis, hal ini dikaitkan dengan adanya pertimbangan dari Majelis Hakim
bahwa aktifitas seksual bagi suami istri di dalam rumah tangga adalah kebutuhan

vital.
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B. Analisis Terhadap Kedudukan Adanya Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam
Perkara Permohonan Izin Poligami Karena Kurangnya Kebutuhan Biologis
Suami

Menurut penulis, proses pembuktian menempati kedudukan yang penting,
dalam hal ini adalah alat bukti keterangan ahli. Karena dengan adanya alat bukti
keterangan ahli, hakim dapat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya atas
perkara yang dihadapi. Mengenai perlunya keterangan ahli sebagai alat bukti

tercantum dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi:

Y Gy Bl it gl o v, v s o disf ug
5 ylis

Artinya:  Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki
yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada
orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Dengan demikian, adanya alat bukti keterangan ahli dalam perkara
Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. memang
diperlukan, karena dengan adanya alat bukti keterangan ahli tersebut, hakim bisa
mengetahui kebenaran yang sesungguhnya mengenai kondisi Pemohon yang
menyatakan bahwa dirinya mengalami hiper sex dan kondisi Termohon yang
menurut Pemohon pernah mengalami pendarahan pada saat melakukan hubungan

seksual dengan Pemohon.

n Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahnys, (Surabaya: Karya Utama,
2000), 408.
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Menurut penjelasan pasal 154 HIR, bahwasannya seseorang tidak dapat
dituntut untuk mengetahui segala-galanya. Demikian pula pada seorang Hakim,
oleh karena itu Hakim diberikan kesempatan apabila diperlukan untuk
memperoleh pertolongan atau pendapat dari seorang ahli. Pada hakekatnya hal
tersebut adalah merupakan alat atau sarana bagi Majelis Hakim untuk mencari
kebenaran yang hakiki agar dapat menjatuhkan keputusan yang adil.

Maka, Majelis Hakim menempuh jalan agar Pemohon dan Termohon
mengajukan alat bukti keterangan ahli untuk membuktikan bahwa keterangan
Pemohon yang menyatakan bahwa libido seksualitasnya tinggi dan Termohon
yang menyatakan bahwa kondisi kesehatannya jasmaninya normal.

Dengan alat bukti keterangan ahli tersebut, selain Majelis Hakim
mendapatkan tambahan pengetahuan dan petunjuk, Majelis Hakim dapat
mempertimbangkan kembali, apakah alat bukti keterangan ahli dari pihak

kedokteran tersebut dapat meneguhkan dalilnya di depan persidangan.

- Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. Tentang Permohonan Izin
Poligami Karena Kurangnya Kebutuhan Biologis Suami

Setelah mempelajari duduk perkara dan berdasarkan saksi ahli dari

Pemohon dan termohon yang berupa keterangan medis dari pihak kedokteran,



84

serta keterangan dari para saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban
memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami.

Majelis Hakim memandang dengan adanya penundaan kebutuhan
biologis dari Termohon untuk Pemohon, dikhawatirkan akan terjerumus ke
dalam jurang perzinaan yang tidak dibenarkan oleh agama. Dalam hal ini,
Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa aktifitas seksual bagi suami istri
di dalam rumah tangga merupakan kebutuhan yang sangat vital.

Selain itu, Majelis Hakim juga memandang dari perbuatan Termohon
yang membiarkan Pemohon melakukan hal apapun dengan calon istri kedua
tanpa harus ada ikatan yang sah menurut Agama dan Undang-Undang. Maka,
sikap seperti itu adalah sikap yang egois dan acuh terhadap aturan agama, Jika
dibiarkan, sikap tersebut akan menciptakan masyarakat yang amburadul, tidak
mengindahkan aturan agama dan berujung kepada poligami yang tidak sehat dan
perzinaan,

Pada prinsipnya, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara permohonan
izin poligami adalah lebih memperhatikan tujuan permohonan izin poligami dari
Pemohon yang tidak ingin jatuh ke dalam perzinaan yang dilarang oleh agama.
Hal tersebut merupakan i’tikad baik dari Pemohon untuk melakukan
perikehidupan berkeluarga melalui jalur hukum yang sehat dan benar sesuai

dengan ajaran agama dan perundang-undang yang berlaku. Hal ini tercantum
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dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 2 yang

berbunyi:

ol5dly 1 e 1595 Vg (5385 51 e 1

Artinya:  “..Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan tagqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran...””

Berdasarkan pembahasan tentang perkara Putusan Pengadilan Agama
Tuban Nomor 167/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami,
penulis melihat bahwa ada satu syarat yang masih dikesampingkan, yaitu
persetujuan dari istri. Dari awal proses persidangan hingga akhir persidangan,
Istri sebagai Termohon sama sekali tidak memberikan persetujuannya kepada
Pemohon sebagai suami untuk melakukan poligami.

Namun, penulis sependapat dengan pihak Majelis Hakim dalam
memutuskan perkara permohonan izin poligami ini. Setelah penulis mempelajari
kembali duduk perkaranya mulai dari alat bukti keterangan ahli sampai dengan
para saksi, penulis menemukan adanya perbuatan Termohon yang kurang baik
terhadap Pemohon sebagai suami. Sesuai dengan keterangan para saksi yang

dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, seringkali Pemohon menerima pukulan

dari Termohon. Tetapi hal tersebut masih ditutup-tutupi oleh Pemohon karena

® Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahnys, (Surabaya: Karya Utama,
2000), 157.
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perbuatan tersebut merupakan aib keluarga yang tidak seharusnya diketahui oleh
orang lain.

Selain itu, dengan adanya penundaan kebutuhan biologis Pemohon oleh
Termohon dengan alasan capek, sedangkan Pemohon yang menyatakan dirinya
mempunyai libido seksual yang tinggi, dan benar terbukti di dalam pengadilan
bahwa Pemohon mempunyai libido seksualitas yang tinggi (4yper sex), maka
penulis membenarkan jika Pemohon kekurangan dari segi kebutuhan
biologisnya.

Dalam hal ini, jika melihat dari perbuatan-perbuatan yang diterima
Pemohon, Pemohon tidak berkeinginan untuk menceraikan Termohon, Pemohon
masih mempertahankan hubungannya sebagai suami istri dengan Termohon
karena selain Pemohon yang masih mencintai Termohon, Pemohon juga
memperhatikan nasib anak-anaknya. Dan salah satu cara agar Pemohon tidak
terjerumus dalam perbuatan zina yang dilarang Agama Islam, Pemohon
memutuskan untuk menikah untuk yang kedua kalinya.

Dan sesuai wawancara penulis dengan Bapak Anshor, SH., selain
terbuktinya unsur libido seksual suami yang memang tergolong tinggi (Ayper
sex), unsur dari istri yang membiarkan suaminya melakukan hubungan dengan
wanita lain tanpa adanya ikatan yang sah adalah perbuatan yang tidak benar. Hal
tersebut bisa mengakibatkan suami melakukan perbuatan yang dilarang Agama

Islam. Seperti yang tercantum di dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang
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mengandung makna agar saling tolong menolong di jalan kebaikan, bukan tolong
menolong atas perbuatan yang dilarang agama Islam schingga mengakibatkan
dosa.”

Mengenai perkara permohonan izin poligami menurut Undang-Undang,
tercantum di dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58,
dan pasal 59.

Dalam putusan Mejelis Hakim Pengadilan Agama Tuban tentang
permohonan izin poligami, Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut
berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 yaitu
istri tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai seorang istri. Dalam hal ini,
walaupun Termohon sebagai seorang istri masih bisa melayani Pemohon sebagai
Suami, namun terkadang Termohon menunda permintaan Pemohon untuk
berhubungan seksual dengan alasan capek dan sesekali Termohon terlihat payah
hingga mengeluarkan darah.

Namun, setelah penulis mempelajari penelitian permohonan izin poligami
di dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.
ini yang dijadikan alasan suami untuk melakukan poligami adalah karena
kurangnya kebutuhan biologis suami. Sedangkan alasan tersebut tidak tercantum

di dalam pasal-pasal di atas. Tetapi, penulis sependapat dengan pihak Majelis

™ Wawancara dengan Bapak Anshor, SH. (16 Juni 2011)
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Hakim yang menyatakan bahwa Termohon enggan melayani suami dengan
mengatakan “sesuk wae” (besok saja) dan “aku pegelen” (saya capek)
bahwasannya sudah memenuhi unsur jika istri tidak dapat memenuhi kewajiban
seorang istri, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
pasal 4 ayat 2 huruf a dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57 huruf a.*° Selain itu
juga terbuktinya bahwa atas pengakuan Termohon yang membenarkan pernah
sesekali mengeluarkan darah ketika berhubungan badan dengan Pemohon. Hal
tersebut sesuai dengan pasal 174 HIR bahwa pengakuan adalah suatu bukti yang
sempurna. Dalam hal ini, alat bukti kesechatan medis Termohon dari pihak
kedokteran dikesampingkan, karena bukti tersebut tidak dapat membuktikan
mengenai hal yang terjadi pada saat Pemohon dan Termohon melakukan
hubungan badan sehingga mengeluarkan darah. Sehingga alat bukti keterangan
ahli medis dari pihak kedokteran ini tidaklah relevan.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Hani’atien, MS., SH., dalam hal ini
mempertimbangkan perbuatan istri yang dianggap ogah-ogahan (enggan) untuk
melayani kebutuhan biologis suami. Hal ini sudah dianggap memenuhi syarat
yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 4 ayat 2 yaitu istri tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai seorang

% Wawancara dengan Ibu Hj. Hani’atien MS, SH. (16 Juni 2011)
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istri. Jika hal ini berlarut-larut, akan menimbulkan perbuatan atau hal-hal yang

dilarang Agama Islam.”

81 Wawancara dengan Ibu Hj. Hani’atien MS, SH. (16 Juni 2011)



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penjabaran perkara permohonan izin poligami yang memerlukan alat
bukti keterangan ahli karena kurangnya kebutuhan biologis suami, kemudian
setelah dianalisis menggunakan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Di dalam Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn., Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tuban dalam mengabulkan permohonan izin poligami
lebih mempertimbangkan kebutuhan biologis Pemohon yang kurang
terpenuhi, karena Termohon sebagai istri seringkali menunda dan menolak
ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan seksual. Selain itu, yang
dijadikan dasar hukum hakim adalah Surat Al-Maidah ayat 2 yang
terkandung makna agar manusia saling tolong menolong dalam hal kebaikan,
bukan dalam hal keburukan. Makna tersebut dikaitkan dengan perbuatan
Termohon yang membiarkan atau merelakan Pemohon melakukan hubungan
dengan wanita lain asalkan tidak ada ikatan yang sah adalah perbuatan yang

egois yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.
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Di dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor
1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. terdapat alat bukti keterangan ahli yang
mempunyai kedudukan penting. Karena dengan adanya alat bukti keterangan
ahli, Majelis hakim Pengadilan Agama Tuban mengetahui kebenaran yang
sesungguhnya atas kondisi Pemohon yang mengalami hyper sex atau
tingginya libido seksual dan kondisi Termohon yang dikeluhkan oleh
Pemohon bahwa pernah mengalami pendarahan pada saat melakukan
hubungan seksual dengan Pemohon.

Pengadilan Agama Tuban memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin
poligami karena Majelis Hakim menilai pernyataan Termohon saat Pemohon
menginginkan hubungan seksual, Termohon mengatakan “sesuk wae” (besok
saja) dan “aku pegelen” (saya capek), pernyataan tersebut sudah dianggap
sebagai ketidaksanggupan seorang istri dalam melayani suami, atau istri tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti yang tercantum
di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf
a sebagai salah satu syarat untuk melakukan poligami. Serta perbuatan
Termohon yang membiarkan Pemohon untuk melakukan hubungan dengan
wanita lain tanpa adanya ikatan yang sah menurut agama dan undang-undang
merupakan perbuatan yang menyimpang dari agama Islam dan dapat merusak
moral. Sesuai yang tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang

berbunyi:
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Artinya:“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan tagwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.”

B. Saran

1.

Di dalam perkara permohonan izin poligami, Majelis Hakim hendaklah lebih
memperhatikan akibat psikologis terhadap istri setelah terjadinya poligami.
Karena Penulis melihat di dalam perkara permohonan izin poligami ini sama
sekali tidak terdapat persetujuan dari istri. Dalam hal ini persetujuan dari segi
keikhlasan seorang istri untuk menerima suaminya melakukan pernikahan
dengan wanita lain untuk yang kedua kalinya dan menerima kehadiran
seorang wanita yang menjadi pendamping suaminya.

Dengan memperoleh izin untuk berpoligami, seorang suami hendaknya tidak
menganggap remeh syarat wajib dari poligami itu sendiri yaitu adil dalam
memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya nanti. Dalam hal ini adalah
masalah lahiriyah. Karena jika suami sampai membiarkan salah satunya
terkatung-katung, maka hal tersebut adalah perbuatan aniaya yang dilarang

Agama.
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